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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami perbuatannya dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain. Perbuatan ini tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga norma sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukum pidana memberikan sanksi bagi pelaku penganiayaan guna menegakkan keadilan serta memberikan efek jera.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan dapat dipidana dengan pidana penjara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap integritas fisik seseorang dari tindakan kekerasan. 
 Selain itu, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seseorang melakukan sesuatu juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP. 

Dalam teori hukum pidana dikenal asas nullum crimen sine culpa, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dengan demikian, analisis terhadap unsur kesalahan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, teori mengenai pertanggungjawaban pidana juga menekankan adanya tiga unsur penting, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, serta adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Dalam praktik peradilan pidana, hakim harus mempertimbangkan seluruh unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Salah satu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan adalah Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat. Perkara ini melibatkan seorang terdakwa bernama Edi Pranata Samura, seorang wiraswasta yang berdomisili di Kabupaten Langkat. Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga melakukan perbuatan yang mengandung unsur kekerasan terhadap orang lain. 

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 18.15 WIB di areal perladangan kelapa sawit milik warga di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Peristiwa bermula ketika terdakwa mengambil dua tandan buah kelapa sawit milik seseorang bernama Supri dengan menggunakan pisau egrek. Perbuatan tersebut kemudian diketahui oleh warga sehingga menimbulkan konflik di lokasi kejadian. 

Selanjutnya, saksi Octa Dedi Rahmad yang mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut mendatangi lokasi bersama saksi lainnya. Ketika saksi mendekati terdakwa, terdakwa mengacungkan pisau egrek ke arah saksi. Dalam situasi tersebut terjadi dorong-mendorong yang menyebabkan ujung pisau egrek mengenai jari tangan saksi sehingga mengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam Visum et Repertum UPT Puskesmas Kuala, korban mengalami luka gores berukuran sekitar 1 cm x 0,1 cm pada pangkal jari telunjuk tangan kanan akibat trauma benda tajam. Luka tersebut menjadi salah satu alat bukti yang memperkuat adanya unsur kekerasan dalam perkara tersebut. 

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap terdakwa, yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/Pn Stabat”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan unsur tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat menurut hukum pidana Indonesia
2. Mengkaji penerapan unsur tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat.
3. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam Perkara Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan serta penerapan ketentuan hukum pidana dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang melibatkan kekerasan, khususnya dalam Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Stabat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan serta penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menangani perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan atau penganiayaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku dan penerapan unsur-unsur tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih objektif, profesional, dan berkeadilan, khususnya dalam penanganan perkara penganiayaan atau kekerasan yang diperiksa dan diputus di pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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